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Abstrak
 

Informed consent merupakan sebuah pondasi sebelum memulai tindakan medis, sebab ia memberikan

manfaat perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian medis, diantaranya penghormatan hak pasien

sebagai individu dan sebagai bukti izin yang memberi kewenangan bagi dokter untuk melakukan tindakan

medis. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif, dimana Penulis membahas pengaturan serta

implementasi dari informed consent sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan pasien melalui analisis

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 864/PDT.G/2019/PN JKT.BRT. Bentuk penelitian adalah

yuridis-normatif membahas asas dan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan

menggunakan data sekunder sebagai hasil dari studi kepustakaan dan hasil wawancara kepada narasumber.

Dari penelitian ini, ditemukan fakta bahwa pasien yang mendapat tindakan medis, tidak selamanya datang

dalam keadaan sadar. Terhadap pasien sadar yang sudah diberikan informed consent juga ditemukan

kendala, yakni bagaimana jika terjadi perbedaan antara diagnosis dan kenyataan pada saat tindakan sehingga

perlu dilakukan tindakan life saving, hingga perluasan operasi yang sulit didapat jika keadaan pasien tidak

sadar. Selain itu penelitian ini juga menemukan adanya inkonsistensi dalam penerapan tanggung jawab

rumah sakit terhadap personalianya dalam hal terjadi sengketa medis yang melibatkan informed consent.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pengenyampingan informed consent dalam life saving yang

diatur Pasal 4 Permenkes 290/MENKES/Per/III/2008 pada praktiknya masih ditemukan kendala karena

sulitnya pembuktian, dan berpotensi terjadi sengketa medis. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini

adalah kepada pemerintah terkhusus Kementerian Kesehatan agar membuat aturan yang mengharuskan

pihak dokter untuk melakukan diskusi kepada sejawat dan/atau meminta persetujuan direktur rumah sakit,

dalam hal akan melakukan tindakan medis kedaruratan yang bersifat invasif dan mempengaruhi hidup

pasien. Saran ini dimaksudkan agar kedepannya posisi dokter menjadi aman dan pihak pasien mendapat

opini tambahan yang menguatkan alasan dari tindakan dokter.

......Informed consent is a foundation before starting medical action because it provides the benefits of legal

protection for the parties to the medical agreement, including respect for patient rights as individuals and as

proof of permission that authorizes doctors to carry out medical actions. This type of research is descriptive

and prescriptive, in which the author discusses the arrangement and implementation of informed consent as

legal protection for doctors and patients through analysis of the West Jakarta District Court Decision No.

864/PDT.G/2019/PN JKT.BRT. The form of research is juridical-normative discussing the principles and

norms regulated, using secondary data and the results of interviews with source person. From this study, it

was found that patients who received medical treatment did not always come conscious. Obstacles were also

found for conscious patients who had given informed consent, namely what if there was a difference

between the diagnosis and the reality at the time of the procedure so that life saving measures were

necessary, to the extent of surgery which is difficult to obtain if the patient is unconscious. In addition, this
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study also found inconsistencies in the implementation of hospital responsibilities towards its personnel in

the event of a medical dispute involving informed consent. This study concludes that the provision for

waiver of informed consent in life saving regulated in Article 4 of the Permenkes

290/MENKES/Per/III/2008 in practice still encounters obstacles due to the difficulty of proving, and the

potential for medical disputes to occur. The advice that can be given from this research is for the

government, especially the Ministry of Health, to make rules that require doctors to hold discussions with

colleagues and/or seek approval from the hospital director, in terms of carrying out emergency medical

procedures that are invasive and affect the patient's life. This suggestion is intended so that in the future the

doctor's position will be safe and the patient will receive additional opinions that strengthen the reasons for

the doctor's actions.


